AN |
EP'BAB(:\NGUN

mbang

jngat

NSENTIF ATAS PENCApa,

AN (PBB) SEKTO AN TARG
R PERKOTAAN DiTNP'EEf‘IERIMAAN PAJAK BUMI DAN

DI KABU
PATEN BANYUMAg AN TAHUN 2004

BUPATI BANYUMAS

Tahun 2000 t
entan ;
S Pusatdg Pembagian Hasi| Penerimaan PBB antara
iy an Daerah maka bagi Daerah Kabupaten yang
pai/melampauj target penerimaan PBB sektor

Perkotaan/Ped
— €Saan tahun anggaran sebelumnya mendapatkan
gaan berupa insentif sebesar 35Y%

Pemerintah Pusat dari alokasi bagian

. bahwa Pe
nghargaan atas pencapaian target PBB tersebut yang

b S , _
erupa insentif perlu diefektifkan penggunaannya untuk

merTunJang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan
peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari penerimaan
PBB.

. bahwa pembagian insentif tersebut diatas perlu diatur dengan

Peraturan Bupati.

. Undang-undang Nomor -13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi  Jawa

Tengah; (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara
tanggal 8 Tahun 1950);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
mor 12 tahun 1994 (Lembaran

dengan Undang-undang No
62 Tambahan Lembaran Negara

Negara Tahun 1994 Nomor
Nomor 3569);



yhatikan

ftapkan

3. Undang.lmdang Ne

Daerah ( mor

Lembaran e 32 Tahyn

04 ¢
a en ;
bl NeQara : h TahUn 2004 No "9 Pemerintahan
dengan U”dang-un mer 4437 ITioF 428, Tambahan

da Sebagg;
Tahun 2005 ng NomOFBT 93imana telah diybah
Omor 1g ahun 2005
4548); 8, (

Lembaran Negara Nomor 4438)

Perat #0 Nomor 3¢

aturan D

tentang Pe;?::tuiabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004

. Penge|0|aanar:(, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
euangan Daerah Kabupaten Banyumas

Lem
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Seri D)

|}
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2005 Nomor 1 Seri A).

: 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0132/KM.3-
43/SKO tanggal 28 Nopember 2005. tentang Otorisasi Anggaran
Dana Perimbangan Tahun 2009.

2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900 / 501 /2005 Tahun 2005
tanggal 15 April 2005 tentang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

MEMUTUSKAN :

! PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF ATAS PENCAPAIAN
TARGET PENERIMAAN PAJAK SUMI DAN BANGUNAN (PBB)
SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN 2004 DI

KABUPATEN BANYUMAS.
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y2
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Yaitu berupa Penerimaan bagian
yumas -

s> i . an Perkota
P p‘,g“/melampam' réncana penerimagp ya an Tahun Anggaran 2004 telah
g N9 telah ditetapkan,

Pasal 2

aupl selaku penasehat, diberikan alokasi sehesa - 1.7 %
s h 0.

Wl gupati selaku Pembina diberikan 1.4 %.

ekretaris Daerah selaku Ketua Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Kabupaten,

gberikan alokasi sebesar : 1,3 %

Asisten pemerintahan Sekda selaku Wakil Ketua Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi
ppB Tingkat Kabupaten, diberikan alokasi  sebesar: 1,2 %.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Ketua Tim Teknis Penagihan

pB Tingkat Kabupaten diberikan alokasi sebesar : 1,05 %.

Kepala Bidang Pendapatan Selaku Wakil Ketua | Tim Teknis Penagihan PBB Tingkat

kabupaten diberikan alokasi sebesar 1 %.

Kepala Subbid Pendapatan Lain-lain selaku Wakil Ketua Il Tim Teknis Penagihan

PBB Tingkat Kabupaten diberikan alokasi sebesar 0,65 %.

Para Kabid dan Kabag TU BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 2,0 %.

g BPKD Kabupaten Banyumas
elunasan PBB di BPKD Kabupaten Banyumas

ebesar 6,1 %.
Para Kasubbid dan Kasubba .

. Para Staf yang terkait dalam kegiatan p

sebesar 12 %.
" ungut PBB

etugas pem
- Camat selaku Pengelolala pBB Tingkat Kecamatan.besetrt;ez a/ngmrahan o
Gan Kepala Desa/Lurah selaku penanggungjawab Tingka

linas diberik kasi sebesar 15%; .
fian alo d Kabupaten Banyumas selaku Angota Tim
a

U Asi k
Siste i unan S€ 0
B Exeriomil FAEbE S erikan alokasi sebesar 0,4 %

Mensifikasi dan Ekstensifikasi PBB diP



awasda selaku anggota Ti
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KaP”Ia. ebesar 04 % ®NSifikag; 4
7 sl
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PO asi PBB dberkay . B
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kslenmhkasi PBB diberikan
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S€besar g 4, 990ta Tim Intengifiyag;

abupaten B
rikan aIOk

" gagian Pemdes Setda

la
1 yahan DesalKelurahan g ANyumas, sejai

f° Teknis yang dilakukan oleh sar 0,49,
! aparat PBR

pld” ,
;'Ke?wokerto diberikan alokas;i Sebesar - 50 Yang berkedudukan di KP PBR
& '

Pembina terhadap

Pasal 4

yaturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
enudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

g setiap 0rang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
gan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di ~ Purwokerto
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